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ABSTRAK

Tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat kerap dapat terselesaikan dengan cara
- kekeluargaan tanpa harus melalui proses hkum. Pada masyarakat yang masih menjunjung
 tinggl adat-istiadat di suatu daerah tertentu, penyelesaian setiap perkara pidana baik yang
| ringan maupun yang berat sekalipun tetap diselesaikan lewat hukum adat yang berlaku. Namun,
tidak jarang pula sebagian masyarakat yang memilih proses hukum formal sebagai bentuk
| penyelesaian perkara khususnya perkara pidana. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari
- beragam suku bangsa, adat istiadar, dan budaya di setiap daerahnya tentunya mengakui dan
menjamin eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945.
Hal demikian lebih tepatnya bisa dilihat pada Pasal 18 D Undang-Undang Dasar 1945 yang
dengan tegas mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat sesuai dengan
prinsip dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara banyaknya ragam
. proses hukum pada masyarakat adat yang ada di Indonesia, Suku Palembang di Kota
. Palembang, Sumatera Selatan memiliki satu proses penyelesaian tindak pidana yang disebut
sebagai adat “Tepung Tawar" dan bagaimana proses pelaksanaanya serta perkembangannya.
Adapun proses penyelesaian tindak pidana ringan ini kini masih berlaku di wilayah-wilayah

tertentu di Kota Palembang yang dalam skripsi ini akan berfokus di wilayah Kecamatan
Seberang Ulu 1 Palembang,

Kata Kunci: tindak pidana ringan, penyelesaiannya, adat tepung tawar

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
<
Rd Muhammad Ikhsan S.H, M.H Dedeng Zawawi S.H, M.H
NIP. 196802211995121001 NIP. 198310142008121002
Mengetahui,

Ketua Bagian ylukum Pidana
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membagi tindak pidana
menjadi dua (2) golongan yaitu kejahatan (misdriven) dan pelanggaran (overdringen)
yang masing-masing berada pada Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Sehubungan dengan tindak pidana ringan, dalam sejarah Indonesia
tentu mengenal tindak pidana ringan sesuai dengan pernyataan Utrecht tentang tindak

pidana ringan yang memakai istilah “kejahatan enteng” (licht misdrijven):

“Oleh sebab di Indonesia pada tahun 1918 hanya di 6 kota besar didirikan
suatu rad van justitie yang menjadi pengadilan sehari-hari bagi orang Eropa
dan oleh sebab diangggap lebih efisien kalau orang Eropa, penduduk suatu
kota kecil yang letaknya jauh dari kota besar yang melakukan suatu kejahatan
enteng saja tidak dipaksa pergi ke salah satu diantara 6 kota besar itu untuk
mendapat perkaranya diadili, maka pengadilan kejahatan enteng tersebut
diserahkan kepada Landgerecht yang mulai tahun 1917 didirikan di kota-kota

yang tidak kecil (misalnya di tiap-tiap ibu kota kabupaten).” *

Hal ini membuat pengertian tindak pidana ringan menjadi semakin rumit
sebab KUHP tidak mengaturnya. Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya “Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia” menyebutkan bahwa kejahatan ringan dinamakan
demikian apabila menimbulkan kerugian yang tidak melebihi dua puluh lima rupiah

dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya kurungan selama 3 bulan.

L E. Utrecht. 1962. “Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana ”. Surabaya. Pustaka Tinta Emas. him 104.



Kota Palembang merupakan kota terbesar dan terpadat kelima di Indonesia.’

Oleh karena itu Kota Palembang terdiri dari penduduk yang majemuk dan beraneka
ragam suku atau individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Palembang telah
menjadi wilayah yang dihuni jauh sejak zaman kerajaan Budha terbesar se kawasan
Asia Tenggara yakni Sriwijaya, lebih tepatnya sejak abad ketujuh Masehi.?
Palembang dengan luas 400,61 kilometer persegi terbagi menjadi delapan belas (18)
kecamatan.” Diantara sekian banyak kecamatan yang ada di Kota Palembang,
Kecamatan Seberang Ulu 1 merupakan kawasan yang terkenal masih kental akan
budaya dan adat istiadat asli khas Palembang. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas

kehidupan warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Mulai dari bentuk rumah-rumah penduduk yang masih banyak didominasi
oleh rumah-rumah panggung kayu semi permanen hingga aktivitas mata pencaharian
para warga yang rata-rata adalah pedagang, nelayan, dan pengrajin tradisional
menjadikan Kecamatan Seberang Ulu 1 yang memiliki jumlah penduduk sebanyak
91.697 jiwa pada 2021° ini terasa seperti kawasan yang spesial di tengah pesatnya
kemajuan dan perkembangan zaman yang modern di Kota Palembang. Proses

penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa namun dengan sedikit perbedaan dari

? Erwan Basra. "Kementerian PUPR Siapkan Pengembangan Metropolitan Baru Palembang Raya.”
Detak-Palembang.Com. Tgl 15 November 2016. Pkl 17:11.

3 Pasti Liberti Mappa. “Sejarah Kerajaan Sriwijaya, Penguasa Maritim Asia Tenggara Abad ke-7.”
News.detik.com. Tgl 24 Juni 2020. Pkl 11:07.

* Antonius Purwanto. “Kota Palembang: Venesia dari Timur dan Kota Pempek.” Kompas.id. Tgl 5 Juli
2021. Pkl 07:57.

> Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Jumlah Penduduk Palembang (Jiwa), 2019-2021.



kawasan lain di Kota Palembang dimana hal inilah yang menjadikan ciri khas

Kecamatan Seberang ulu 1 Palembang.

Adapun hal yang membedakan dalam penegakan hukum di Kecamatan
Seberang Ulu 1 Palembang yakni adanya proses penyelesaian hukum tanpa
melibatkan proses peradilan (Restorative Justice) yang dipengaruhi oleh adat
istiadat Palembang bernama “Adat Tepung Tawar”. Tradisi ini hanya digunakan untuk
menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu 1

Palembang.

Keadilan Restoratif atau Restorative Justice sendiri merupakan bentuk
pendekatan yang telah ada sejak tahun 1960-an dalam rangka penyelesaian perkara-
perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari
pihak pelaku, korban, maupun masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Kendati pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, namun perkembangan
pendekatan ini sudah cukup luas hingga dapat mempengaruhi kebijakan hukum dan

dipraktikkan di berbagai negara.

Konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat
juga memiliki konsep yang bisa digambarkan sebagai akar dari Restorative Justice.
Karakteristik dari hukum adat di tiap daerah cenderung mendukung diterapkannya
Keadilan Restoratif yang dapat terlihat dari ciri-ciri umum hukum adat di Indonesia,
pandangan terhadap pelanggaran adat, dan model serta penyelesaian yang ditawarkan.

Supomo mendeskripsikan ciri umum tersebut yakni:



a. Corak religious yang menempatkan hukum adat ssebagai bentuk kesatuan
batin Masyarakat dalam suatu Persekutuan (komunal);

b. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang
terikat dengan Masyarakat. Seorang individu sosok yang bebas dalam
segalalaku karena ia dibatasi oleh Batasan-batasan norma yang telah
diterapkan baginya;

C. Tujuan dari Persekutuan Masyarakat adalah memelihara keseimbangan
lahir batin antara individu, golongan dan individu, golongan, dan
lingkungan hidupnya (levemillieu). Tujuan ini pada dasarnya diemban
oleh masing-masing individu anggotanya demi mencapai tujuan dari
Persekutuan;

d. Tujuan memelihara keseimbangan-keseimbangan lahir batin berangkat
dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos),

dimana ketertiban Masyarakat merupakan berjalan kembali seperti biasa.’

Dengan demikian tradisi adat “tepung tawar” merupakan bagian dari hukum
adat yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan

bunyi pasal 18 B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

* Supomo, 1947, “Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari", Cet.2, Jakarta: Kebangsaan Pustaka
Rakyat .



masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang.”7

Penggunaan tradisi ini yang terbatas hanya untuk menyelesaikan pidana
ringan seolah memperluas kesempatan bagi restorative justice (keadilan restoratif)
diimplementasikan pada system hukum formal di Indonesia yang kaya akan kearifan

lokal.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membahas melalui skripsi dengan
judul ini: Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Palembang.

" Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan di
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang?

2. Bagaimana dampak dari penyelesaian tindak pidana ringan di
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang?

3. Bagaimana perkembangan dari penyelesaian tindak pidana ringan di

Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu:
1. Mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan di
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
2. Mengetahui dan menganalisis dampak dari penyelesaian tindak pidana
ringan di Kecamatan Seberang Ulul Palembang
3. Mengetahui dan menganalisis perkembangan dari penyelesaian tindak

pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
Bermanfaat untuk memperkaya wawasan tentang keberagaman hukum

adat di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan terutama di Kota

Palembang;

2. Manfaat Praktis
Bermanfaat apabila diperlukan sebagai acuan dalam menyelesaikan

tindak pidana ringan di masyarakat Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Penulis membuat karya tulis ini yang meliputi bidang hukum pidana dengan
berfokus terhadap hukum adat yang berlaku di daerah Sumatera Selatan
khususnya di wilayah Kota Palembang tepatnya Kecamatan Seberang Ulu 1
yang diatur oleh pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang
hukum adat yang menjamin dan menghormati kesatuan atau masyarakat adat
di Indonesia tidak terkecuali di Kota Palembang. Lebih dari itu, penulis yang
merupakan putra asli Palembang turut memasukkan pula peraturan
perundang-undangan pada masa lampau guna menyempurnakan karya tulis ini

misalnya, Undang-undang Simbur Cahya.



F. Kerangka Teori

Untuk Kkarya tulis ini, penulis memasukkan teori yang tentunya memiliki

hubungan dengan pembahasan yang coba penulis angkat di antaranya:

1. Teori Keadilan John Rawls

Menurut ahli filsafat hukum Amerika Serikat John Rawls,
setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan
konsep orang lain dan dalam keadaan tertentu, orang-orang yang
memiliki konsepkeadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk
memberikan penilaian tentang adil atau tidaknya suatu tindakan.
Kesepakatan dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda
dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang
terbuka terhadap penafsiran.® Setiap manusia mempunyai nilai-nilai
keadilan yang melekat dan merupakan buah dari spiritual atau
jiwanya.’

Keadilan yang bersifat spiritual dapat terwujud dengan hukum
yang berfungsi sebagai alat, cara maupun keluaran (output) pada suatu
perkara hukum. Konsep akan keadilan merupakan teori utama yang
sama pentingnya akan pengertian dari hukum itu sendiri. Keadilan

juga adalah sebuah masalah dimana tidak hanya termasuk unsur

® John Rawls, 1995, A Theory of Justice, Harvard University Press Cambridge, him 3.

® Benyamin N Cardozo, 2006, “the Growth of the Law”, New Delhi: Universal Law Publishing, him
86.



kesadaran namun terdapat pula aktivitas yang memiliki tujuan. Contoh
dari aktivitas tersebut yakni keberadaan dari sesuatu yang alami,
misalnya aparatur hukum dan kerajaan maupun sesuatu yang bersifat
religious atau supranatural seperti kebaikan dan kemarahan Tuhan.
Ditambahkan oleh Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa
keadilan itu tidak lain merupakan cita-cita hukum itu sendiri.
Keadilan adalah persoalan yang selalu berkembang beriringan dengan
bertambahnya kemajuan dan perkembangan dari peradaban dan
intelektualitas manusia. Jika keadilan ini dikaitkan dengan pidana
ringan lewat penyelesaiaannya, maka prinsip keadilan harus didukung
oleh sanksi pidana ringan yang bermartabat dan dengan begitu,

Masyarakat pasti akan mendukung sanksi pidana tersebut.

2. Teori Budaya Hukum (Legal Culture) Lawrence Friedman
Teori ini memfungsikan beberapa faktor kebiasaan umat
manusia untuk selalu menghindari konflik dan permusuhan serta untuk
selalu menyelesaikan konflik secara kekeluargan. Menurut Friedman,
kekuatan sosial adalah faktor yang disebutkan dengan istilah budaya
hukum. Hal inilah yang membuktikkan bahwa pengaruh dominasi
kultur budaya lebih diutamakan dalam penyelesaian sengketa.'’

Adapun hubungan antara hukum dan budaya menurut Baron

19 Nyoman Nurjaya, Op Cit, him 163.



de Montesqgieu dalam Espirit des Lois (1748) bahwa hukum positif
harus mengalamai penyesuaian dengan fitur geografis dan budaya
lokal. Terdapat dua kemugkinan berhubungan dengan terciptanya
budaya hukum (Legal Culture), pertama budaya hukum (legal culture)
bisa dihasilkan melalui saling bersinggungnya unsur struktur hukum
dan substansi hukum dan yang kedua, budaya hukum (legal culture)
muncul dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola
kebiasaan tertentu sehingga dapat terciptanya pola struktur hukum,
sekaligus tercipta pula susunan substansi hukum.**

Friedman lantas membagi dua subjek pembentukan budaya
hukum (legal culture) tersebut: legal culture external (budaya hukum
luar) yang melibatkan masyarakat luas secara umum dan legal culture
internal (budaya hukum dalam) yang dikembangkan oleh para aparat
penegak hukum.'? Kedua jenis budaya hukum (legal culture) ini amat
saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan, konsep budaya
hukum di wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang terjadi
dalam proses penyelesaian Tepung Tawar yang mengangkat budaya

adat sejak era Kesultanan Palembang Darussalam Dimana proses

! Tka Darmika, “Budaya Hukum ( Legal Culture ) Dan Pengaruhnya,” Jurnal Hukum Tora 2, No. 3
(2016).

2 Lawrence M Friedman, “The Concept of the Self in Legal Culture,” Cleveland State Law Review
38, no. 4 (1990): 517-34.
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penyelesaian dengan cara Tepung Tawar disebutkan dalam Undang-

Undang Simbur Cahaya.

3. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Menurut  krimonolog Amerika Serikat Howard Zher
mengemukakan, Restorative Justice atau Keadilan Restorative
merupakan proses yang melibatkan semua kemungkinan, setiap pihak
yang terkait dan pelanggaran tertentu, juga guna mengidentifikasi
serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban demi
menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sesuai letaknya.'®
Pada dasarnya, konsep Restorative Justice lahir sebagai akibat dari
kekecewaan dan pemikiran yang kritis atas system pemidanaan yang
dipandang tidak efektif. United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) menyatakan:

“Restorative justice can therefore be understood as a response to
dissatisfaction and frustration with the fomal justice system.”**
(Keadilan Restoratif karenanya dapat dipahami sebagai tanggapan

terhadap ketidakpuasan dan frustasi terhadap system peradilan

formal).”

* Bambang Waluyo. “Penegakan hukum di Indonesia. ” him 109.

' Justice Nicola Pain, dkk. “Restorative Justice for Environmental Crime : an Antipodean Experince,
International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law Colloquium.” Oslo
Norway , 2016, him. 2.
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Teori Restorative Justice juga harus memiliki kesamaan nilai
dengan pidana adat yang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana
ringan karena berjiwa sifat kekeluargaan tanpa mengutamakan rasa
keadilan seseorang sehingga munculnya kembali harmoni atau
kerukunan di lingkungan sekitar. Tentunya Restorstive Justice menjadi
pilihan utama bagi penyelesaian tindak pidana ringan yang
diwujudkan dengan proses Tepung Tawar di Kecamatan Seberang Ulu

1 palembang.

4. Teori Negara Hukum (Rule of Law)
Adalah pakar hukum asal Inggris Albert.\VV Dicey yang pertama kali
mencetuskan teori ini guna menggambarkan bahwa hukum yang
memerintah dalam suatu negara atau bangsa.® Dalam teori negara
hukum, seluruh tindakan maupun kebijakan penyelenggara negara
wajib didasari oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara
tersebut. Istilah lain untuk menyebut teori ini adalah Rechsstaat yang
memiliki makna kurang lebih sama dalam bahasa Jerman dan
dipoplerkan oleh Friedrich Julius Stahl. Mengingat bahwa Indonesia
merupakan negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan bunyi

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 maka teori ini juga

15 Jimly Asshiddigie. 2005. “Konstitusi dan Konstitusionalisme. ”Jakarta. Konstitusi Press him. 22
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memiliki peran untuk membantu penulis dalam membuat karya tulis

ini.

G. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Untuk penelitian yang penulis buat, penulis menggunakan jenis
penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan yang
berarti penulis mengumpulkan bahan non hukum berupa beberapa
wawancara dengan mengumpulkan sumber data berdasarkan fakta
yang ada di lokasi sekitar penelitian untuk penulis sesuaikan dengan

kaedah-kaedah hukum pidana ringan.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan kasus yakni
beberapa peristiwa maupun kejadian yang pernah terjadi di lokasi
sekitar penelitian. Dengan pendekatan kasus, penulis dapat menelaah
dan mencari tahu bagaimana proses penyelesaian tindak pidana di

Kecamatan Seberang ulu 1. Penulis membagi pendekatan ini

A. Pendekatan Sejarah
Pendekatan sejarah yang penulis gunakan berasal dari Kitab

Undang-undang Simbur Cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinuhun,
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seorang permaisuri di zaman Kerajaan Palembang pada abad
ketujuh belas. Tujuannya untuk menerankan sejarah penyelesaian
tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 yang berkaitan
dengan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice dalam tradisi
lokal yakni Tepung Tawar, Sejarah dari tradisi Tepung tawar, dan
perkembangannya di masa Kini.

. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus yang penulis gunakan dengan melakukan
wawancara kepada para narasumber yakni para tokoh masyarakat,
sesepuh/tetua adat, kepala kampung, budayawan dan sejarawan
yang ada di Kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1. Tujuannya
untuk mengetahui kasus-kasus pidana ringan apa saja yang pernah
diselesaikan lewat tradisi Tepung tawar dan bagaimana cara
penyelesaiannya serta apa dampak yang diberikan.

. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep yang penulis gunakan adalah dengan
menganalisa hubungan antara peraturan atau hukum adat yang ada
di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1 dengan peraturan
perundang-undangan nasional, juga hubungan dengan peraturan
agama yang dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas di

kawasan tersebut. Tujuannya untuk memahami adanya keselarasan

14



atau keserasian antara hukum adat dan hukum nasional maupun

hukum agama di kalangan masyarakat.

Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini didasarkan pada:

A

Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penulis dapatkan untuk

penelitian ini. Data primer pada penilitian ini didapat dari hasil

wawancara penulis dengan para ahli dan narasumber.

Data Skunder

Penulis melakukan penelitian beradasarkan data skunder antara

lain:

a. Bahan hukum primer.
Penulis mengutamakan Undang-undang Dasar dan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum
primer pada penelitian ini;

b. Bahan hukum skunder.
Untuk bahan hukum skunder pada penelitian ini, penulis
mengutip dari beberapa sumber tertulis dan non tertulis
Adapun sumber tertulis yang penulis jadikan bahan hukum
skunder ialah buku berjudul “Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice”
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karya DR. Jonlar Purba S.H, M.H. dan bahan hulkum skunder
penulis dapatkan lewat wawancara dengan beberapa tokoh
narasumber di lingkungan penelitian.

c. Bahan hukum tersier
Merupakan bahan hukum pelengkap disamping kedua bahan
hukum diatas dengan tujuan sebagai kamus pedoman dari

penelitian yang penulis buat.

d. Bahan non hukum
Terdiri dari beberapa wawancara langsung yang penulis
lakukan Bersama para tokoh Masyarakat, sesepuh/tetua,
sejarawan dan budayawan di Kecamatan Seberang Ulu |

Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui:
a. Studi lapangan
Untuk memperoleh data-data yang benar dan terpercaya,
penulis turun langsung mengumpulkan data dengan studi
lapangan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Disana
juga penulis mewawancarai beberapa orang tokoh maupun

narasumber dimulai dari tokoh masyarakat seperti ketua RT
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setempat juga tokoh sesepuh yang bisa menjelaskan secara
rinci proses penyelsaian tindak pidana ringan pada Masyarakat
di Kecamatan Seberang Ulu 1.

b. Studi kepustakaan
Pada studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dari
beberapa buku, karya tulis, dan literatur juga dokumen tentang
undang-undang hukum adat yang pernah berlaku di wilayah

Kota Palembang pada masanya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Kecamatan Seberang
Ulu 1, Kota Palembang. Adapun alasan pemilih mengambil lokasi
di wilayah tersebut dikarenakan populasi suku Palembang yang
masih cukup banyak dan adat istiadat yang masih kuat dan

dilestarikan.

6. Analisis Bahan Penelitian

Penulis memakai analisis data kualitatif sebagai metode dalam
analisis data pada penelitian ini. Analisis data kualitatif merupakan

metode yang menganalisis dan menggambarkan berbagai kondisi atau
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situasi dari beberapa data yang dikumpulkan lewat hasil wawancara

maupun pengamatan perihal masalah dan isu di lapangan.*®
Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis ambil pada penelitian ini
adalah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang mana
penulis menarik kesimpulan dari situasi yang umum maupun

penemuan atas situasi khusus dari keadaan yang umum.

'® | Made Winartha 2006. “Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. ” Yogyakarta : Gaha llmu.

Hlm 155
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